KEPALA DESA CAMPURSARI

KECAMATAN SIDOREJO KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN KEPALA DESA CAMPURSARI
NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA

PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN
PENANGANAN KEMISKINAN EKSTRIM TAHUN 2023

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CAMPURSARI,

: a. bahwa berdasar Peraturan PMK Nomor 201 Tahun 2022

Pasal 35 Nomor 4 Poin a tentang prioritas penggunaan
dana desa tahun 2022 untuk Bantuan Langsung Tunai
(BLT) paling sedikit 10% dan Paling Besar 25%;

bahwa berdasar Peraturan PMK Nomor
201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa
Pasal 26 untuk Kebutuhan bantuan langsung tunai
Kepala Desa menyampaikan Peraturan Kepala Desa
mengenai Penetaoan Keluarga Penerima Manfaat BLT
Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima
Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa
program pemulihan ekonomi, Perlindungan Sosial dan
Penanganan Kemiskinan Ekstrim.

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6485);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Presiden Nomor 104 tentang Rincian Pendapatan
dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran
2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 961);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
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Menetapkan

9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 06 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Magetan Tahun Anggaran 2023(Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2022 Nomor 06);

10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan
(Berita Daera Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan
Nomor 62 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan
Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daera
Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Buapti Magetan Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);

11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun
2022 Nomor 62);

12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 46 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2022 Nomor 46);

13. Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2022 tentang Rencana
Kerja Pemerintah ( RKP ) Desa Campursari Tahun 2023
(Lembaran Desa Campursari Tahun 2022 Nomor 06);

14. Peraturan Desa Campursari Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023
(Lembaran Desa Campursari Tahun 2022 Nomor 10)

MEMUTUSKAN

PERATURAN KEPALA DESA CAMPURSARI TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA PROGRAM
PEMULIHAN EKONOMI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN
PENANGANAN KEMISKINAN EKSTRIM TAHUN 2023
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Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1,

ol o

10.

11,

Daerah adalah Kabupaten Magetan.
Kecamatan adalah Kecamatan Sidorejo.

Desa adalah Desa Campursari.
Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain
yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi
kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul dan adat istiadat Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama
lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat
RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun,
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang
didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk
dibiayai dengan Dana Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.

Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi,
gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan
penanganan kemiskinan ekstrim dalam bentuk BLT (Bantuan Langsung
Tunai).

Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa
adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu
di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk program pemulihan
Ekonomi dalam rangka penanganan Kemiskinan Ekstrim.

Pasal 2

Pengunaan Dana Desa diprioritaskan untuk Bantuan Langsung Tunai,
untuk Ketahan Pangan dan Hewani, Operasional Penyelenggaraan
Operasional Pemerintah Desa dan Dukungan program sector prioritas di
Desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program
kesehatan termasuk penanganan stunting dan pariwisata skala desa sesuai
dengan potensi dan karakteristik desa serta program dan kegiatan lain..
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Pasal 3

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(2) termasuk kegiatan dalam rangka program pemulihan ekonomi
antara lain berupa:

a. BLT min 10 mak 25%
b. Ketahanan Pangan 20%
c. Oprasional Pemerintahan Desa Mak 3%

(2) Pemulihan Ekonomi dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrim
berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima
BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian
atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan
(PKH), mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis,
dan rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

(4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh para RT RW, Perangkat
Desa dan Tokoh Masyarakat;

(5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa
Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan
Kepala Desa ini ;

(6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan
metode tunai setiap bulan.

(7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu
rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (Dua Belas) bulan mulai bulan
Januari s/d Desember 2023;
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Pasal 4
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Campursari.

Ditetapkan di Desa Campursari
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LAMPIRAN PILRATURAN KEPALA DESA CAMPURSARI
NOMOR 1 01 Tahun 2023
TANOQOAL 10 Janunri 2023

KELUARQA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
PROORAM PEMULIHAN EKONOMI, PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENANOANAN KEMISKINAN EKSTRIM
DESA CAMPURSARI KECAMATAN SIDOREJO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANQOARAN 2023

Jumliah Besaran
NO Nama No KK NIK Alamat Pokorjaan Anggota | Anggaran
Keluarga Rp.
] 2 a 4 '] 7 ]
1

1 | KARTINI 3520180601100006 | 3520185205650002 [PK. OONDER RT 001 RW 001 1":“:;;“" Nusheh 3.600.000,-

2 | KASIYAN 3520181504130001 | 3520181504650001 [PK. GONDER RT 001 RW 001 Sopir 4 3,600,000,

3 | sukini 3520181901080294 | 3520184107740003 [PK. GONDER RT 002 RW 001 1"1‘:;;’"" - ! 3.600.000,-

4 | SUWARNI 3520180406120001 | 3520184307770001 [PK. GONDER RT 002 RW 001 :,‘::;”ﬂ'“’ it ) 3.600.000,-

4

5 | WARSI 3520182906100006 | 3520185007770001 [DK. GONDER RT 003 RW 001 :.‘:;;’“’ R 3.600.000,-

6 |wiNH 3520181805100006 | 3520184107500015 [PK. GONDER RT 003 RW 001 1"_‘::;";“’ Runsh . 3.600.000,-

7 | suvam 3520181901080079 | 3520186110570001 |[DK. KELANG RT 001 RW 002 1“{:“:3’“’ ot : 3.600.000,-

8 | TUKINAH 3520182409100001 | 3520184107720005 [DK. KELANG RT 001 RW 002 1".":::;'“‘ e ! 3.600.000,-

9 | sARJONO 3520182008210004 | 3520180101350004 [DK. KELANG RT 002 RW 002 Petani/Pekebun 1 3.600.000,-

10 | PRAYITNO 3520182001170003 | 3520181009760001 [DK. KELANG RT 002 RW 002 Petani/Pekebun 1 3.600.000,-

11 | MARSI 3517041609110003 | 3517046112770001 [DK. KELANG RT 003 RW 002 Wiraswasta 5 3.600.000,-

12 | WARNI 3509260302120030 | 3509267103730002 [DK. KELANG RT 003 RW 002 1’{:":;’“ PR 5 3.600.000,-

13 | FATIMAH 3520180210130002 | 3520184107500134 [DK. PUHMALANG RT 001 RW 003 | Tidak Bekerja 1 3.600.000,-

14 | SITI RUKIYAH | 3520181909160003 | 3520065506920001 [DK. PUHMALANG RT 001 RwW 003 | Wiraswasta 4 3.600.000,-
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15 | SEMIATI 3520181901080383 | 3520186007720001 K. PUHMALANG RT 002 RW 003 | Wiraswasta 3 3.600.000,-
16 | LAMIARTI 3520181901080357 | 3520186505650001 [DK. PUHMALANG RT 002 RW 003 | Wiraswasta 3 3.600.000,-
17 | KASINI 3520181901080218 | 3520185209490001 [PK. PUHMALANG RT 003 R 003 | Petani/ Pekebun = 3.600.000,-
18 | NARMI 3520181901080237 | 3520184811510001 [DK. JAJAR RT 003 RW 003 ,”r‘;‘g?:“’ Rumah 4 3.600.000,-
19 | HARMI 3520181901080240 | 3520185307580001 K. JAJAR RT 004 RW 003 ;‘::l;’“’ Ramah s 3.600.000,-
20 | HADI SUJIWO | 3506232006120006 | 3520183101830001 PDK. JAJAR RT 004 RW 003 Pemulung 3 3.600.000,-
21 | YUSMAN 3520180706100008 | 3520180107560005 K. JAJAR RT 005 RW 003 Tidak Bekerja 4 3.600.000,-
22 | sum 3520180211090006 | 3520184107500016 K. JAJAR RT 005 RW 003 Mengurus Rumah 1 3.600.000,-

Tangga
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